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34. Pasal 96 dihapus.

35. Pasal 97 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

37.

(1)

(2)

(3)

Pasal 98

Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
perumusan kebijakan pengupahan serta
pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan
pengupahan.

Dewan pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah,
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,
pakar, dan akademisi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta
tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 151 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 151

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat
buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar
tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan
kerja  diberitahukan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat
buruh.

(3) Dalam . . .



